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Isi berita: 

Pontianak (ANTARA) - DPRD Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat telah menyetujui 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota 

Pontianak tahun anggaran 2020 menjadi Perda yang ditandai dengan penandatanganan 

persetujuan bersama.  

 

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin di Pontianak, Senin, mengatakan, hari ini pihaknya 

bersama Pemerintah Kota Pontianak telah mensahkan Raperda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2020 menjadi Perda.  

 

"Semoga dengan disahkannya raperda tersebut maka roda pemerintahan dan pelayanan publik di 

Pontianak berjalan dengan baik," kata Satarudin.  

 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut persetujuan bersama antara Wali 

Kota Pontianak dan DPRD Kota Pontianak terhadap raperda tersebut merupakan akhir dari siklus 

pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SILPA) yang merupakan sisa kas tahun anggaran 2020 sebesar Rp36 miliar lebih.  

 

"Nantinya akan menjadi sumber pembiayaan dalam perubahan APBD 2021," jelasnya saat 

penyampaian pidato pendapat akhir Wali Kota Pontianak terhadap raperda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2020.  

 

Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Kalimantan Barat, pengelolaan 

APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) untuk kesepuluh kalinya.  

 

"Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota 

Pontianak semakin baik," katanya. 



 

Dalam kesempatan itu, Bahasan juga meminta dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD Kota 

Pontianak terutama dalam aspek pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBD. "Dengan 

harapan pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kota Pontianak kembali memperoleh opini 

WTP," kata Bahasan.   

 

Sumber berita: 

1. https://kalbar.antaranews.com/berita/475922/dprd-pontianak-sahkan-perda-

pertanggungjawaban-apbd-2020 

2.  https://pontianak.tribunnews.com/2021/06/21/raperda-pertanggungjawaban-apbd-kota-

pontianak-2020-disahkan-menjadi-perda 

Catatan Berita : 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 

pengaturan sebagai berikut: 

a. Pasal 320 ayat (1), (4), (5) dan (6), menyatakan bahwa : 

1) Ayat (1), Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

2) Ayat (4), Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk 

mendapat persetujuan bersama. 

3) Ayat (5), Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

4) Ayat (6), Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut : 

a. Pasal 194, menyatakan bahwa: 

1) Ayat (3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

2) Ayat (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
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b. Pasal 196, menyatakan bahwa: 

1) Ayat (1), Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada 

kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 

(tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum 

ditetapkan oleh bupati/wali kota 

2) Ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap 

rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji 

kesesuaian dengan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota 

tentang perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, 

Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan 

laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 

3) Ayat (3), Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat kepada bupati/wa-li kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak 

diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten I kota tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

4) Ayat (4), Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 

evaluasi rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda 

kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, 

Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupatenlkota 

tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan 

hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota menetapkan 

rancangan Perda kabupaten/kota menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan 

Perkada kabupate n / kota menjadi Perkada kabupaten/ kota. 

5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi 

rancangan Perda kabupate n I kota tentang pertanggungiawaban pelaksanaan 

APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda 

kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, 

Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota 

tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan 

laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/ wali kota bersama 



DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil 

evaluasi diterima. 

6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD dan bupati/wali kota menetapkan 

rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan Perkada kabupatenlkota 

tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perkada 

kabupaten/kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri 

mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana 

Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 


